
 

SALINAN 

 
 

LURAH  PENDOWOHARJO 
KAPANEWON  SEWON KABUPATEN  BANTUL 

 
PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO 

 

NOMOR 13 TAHUN  2021 
 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 12 TAHUN 

2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN 
PENDOWOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN PENDOWOHARJO 
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

LURAH PENDOWOHARJO, 

 

Menimbang 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mengingat 

 

: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

: 

 

a. sehubungan dengan perkembangan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka perlu 
dilakukan Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Atas 
Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 
Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul 
Tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan 
Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, Peraturan Desa dapat melakukan 

perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebelum Peraturan Desa tetang perubahan Anggaran 
Pendapatn dan Belanja Desa diundangkan; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah 
Pendowoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 
atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon 
Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021; 

 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Kalurahan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Negara Republik Indonesia  Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Negara Republik Indonesia  Nomor 6623); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nomor 1035); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 9); 

13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 7); 

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 
35); 

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan 

Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2018 Nomor 131); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan 
Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2019 Nomor 25); 

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, 
Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 
131); 

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 



 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 
82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 
Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 
Nomor 128); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2020 Nomor 71); 

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2020 Nomor 86); 

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang 
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah 

Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang 

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah 
Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2021 Nomor 28); 

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 125); 

27. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa 
Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 
Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 

Nomor 6); 

28. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan 
Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7); 

29. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran 
Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8); 

30. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

(APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon 
Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan 
Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9); 



 

31. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo, 
Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 
(Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 

4); 
 

 
M  E  M  U  T  U  S  K  A  N  : 

 

Menetapkan 
 
 

 

 

: 
 
 

 

 

PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 12 TAHUN 
2021 TENTANG PENJABARAN  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO NOMOR 9 
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN 
PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN 
BANTUL TAHUN 2021. 

  
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kegiatan 

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan Kode Rekening 1.3.2 
dengan semula dengan rincian sebagai  berikut : 
 

1. Pendataan SDGs, Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 

a. Semula       : Rp       27.410.500,- 

b. Bertambah       : Rp         1.520.000,- 

Bertambah menjadi     : Rp       28.930.500,-        

 

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 

a. Semula       : Rp        72.570.000,- 

b. Berkurang       : Rp          1.520.000,- 

Berkurang menjadi     : Rp        71.050.000,-  

 
 

Pasal 2 

 
Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini, berupa Rincian 
Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. 

 
 

Pasal 3 

 
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini. 
 
 



 

Pasal 4 
 

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan 
Peraturan Lurah ini. 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo. 
 

 

Ditetapkan di :   Pendowoharjo 
Pada tanggal :   27 Desember 2021                   

 
LURAH PENDOWOHARJO, 

 

 
 
 

HILMI HAKIMUDIN 
 

 
Diundangkan di Pendowoharjo 
Pada tanggal 28 Desember 2021 

 
CARIK PENDOWOHARJO, 

 
 
 

 
   MAYA FITRIANINGSIH 
 

 
BERITA KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 13 

 


	Pada tanggal :   27 Desember 2021

